BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

- NOMOR 20 TAHUN 2018
' TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas Utara perlu menerapkan manajemen risiko;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 13 ayat (1) dan (2)

. Pcrafuran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, mewajibkan bagi setiap
instansi pemerintah melakukan penilaian risiko;’

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan hunif b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

| tentang Penerapan Memajemen Riéi.ko di lingkungan Kabupaten
Musi Rawas Utara; |

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20ﬁ4 tentang Perbendaharaan
- Negara (Lembaran - Negara Republik Indonesia Tahun 2004
- Nomor 5 Tambahan Lembaran. Negara Répub]ik Indonesia

Nomor 4355); R | |

2, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan

~ Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan

. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
_Nomor 224, Tambahaﬁ Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), Sebagimana telah diubah beberapakali, terakhir



Menetapkan

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 t.entang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lémbaran 'Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 4890)

'.'P_eraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 91 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di

Lingkungan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI  LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.

BAB 1 o
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

' Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

3.

Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
Pemerintah Kabupaten adajah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
: Bupati adalah Kepala Daerah .Kabupaten Musi Rawas Utara.

- Orgamsa31 Pcrangkat Daerah yang selanjutnya chsmgkat OPD adalah Organisasi
- Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Risiko adalah peluang terjadinya sesuatu peristiwa yang akan berdampak
negatif/ mengancam pencapaian tujuan dan atau sasaran organisasi.



10.

11
. 12,
13

14.
15.

16.

17.
18.

19.

. Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dﬁn

struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam
pencapaian tujuan/sasaran organisasi.

Tujuan dan atau sasaran organisasi adalah hasil-hasil yang ingin dicapai melalui
peran yang diambil menuju masa depan yang tergambar dalam visi/misi.

Penilaian risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh risiko atau potensi risiko
yang dapat inémpengaruhi pencapaian tujuaﬁ/ sasaran organisasi, yang dilakukan
melalui proses yang sistematis dan terukur.

Identifikasi risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh risiko atau potensi risiko

yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan/ sasaran, yang dilakukan melalui

- proses yang sistematis dan terukur.

Anal131s risiko adalah proses. untuk mengldentjﬂkam potcnszal I‘lSlkO kerugian atau

tidak tercapamya tujuan/ sasaran yang d1ukur dengan penggabungan antara
probabilitas risiko dengan konsekuensi risiko.

Probabilitas risiko adalah proses untuk menetapkan (mengukur) terjadinya peluang

bahwa sesuatu risiko kemungkinan dapat terjadi.

Konsekuensi risiko adalah proses untuk menetapkan (mengukur) dampak potensial
dari aktivitas proses kritis bisnis yang dapat terjadi.

Peta risiko adalah gambaran tentang seluruh exposure risiko yang dinyatakan dengan
tingkat/ level masing-masing I‘lSlkO :

Evaluasi risiko adalah upaya mengidentifikasi perubahan atas pergeseran tingkat
level risiko yang dikaitkan dengan ‘upaya mitigasi atau faktor lain yang
mempengaruhi.

'Péngenda]ian internal éidalal_l suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya

manusia dan system teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi

mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu.

Penanganan risiko adalah upaya mengidentifikasi berbagai opsi pénanganan risiko
yang disusun dalam bentuk rencana tindak pengendalian.

Rencana tindak pcngendallan atau yang selanjutnya disebut RTP adalah rencana
penanganan risiko lebih lanjut yang merupakan pzhhan opsi terbalk dari berbagai
opsi yang nelc_._avan.

Pemantauan dan reviu dalam manajemen risiko adalah kegiatan pengendalian yang
dilakukan selama proses penilaian dan penanganan risiko berlangsung yang

" bertujuan untuk menjamin terciptanya optimaﬁsasi manajemen risiko.

_ Pelaporan dalam manajemen risiko adalah upaya penyampaian perkembangan atau

© hasil keglatan terkait penerapan mna]cmen risiko kepada pimpinan dalam bentuk
. pelaporan tertulis atau lisan. '



- 20.. Risiko kmeI]a adalah risiko yang tlmbul terkait dengan kegagalan dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomi, aspek efisiensi,
- dan aspek efektivitas.
21. ~ Risiko kepatuhan, adalah risiko ketidakpatuhan _'pad_a_ peraturan dan ketentuan.
22. Risiko finansial, adalah risiko terjadinya kesalahan, kelalaian, manipulasi dan

kecurangan yang berdampak keruglan finansial dan atau risiko kegagalan pihak
: -ketlga memenuhi kewajiban.

R BAB I1
TUJUAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
Bagian Kesatu

Pasal 2

Tujuan penerapan manajemen risiko meliputi:
a. mewujudkan good government yang lebih baik;

b, mcnctapkan dan mengelola risiko yang dl.hadapl dan memmunahsu dampak yang
ditimbulkan; '

c. melindungi Pemerintah Kabupaten dari risiko yang -signi.ﬁkén yang berdampak pada
hambatan capaian tujuan organisasi;
d. meningkatkan kinerja organisasi didalam pencapain tujuan; dan

e. mcncxptakan kesadaran dan kepcduhan pegawai terhadap pentingnya manajemen
risiko. '

' . BAB III .
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO

_ Pasal 3
Setiap OPD di hngkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara wajib

menyelenggarakan dan mengembangkan manajemen r131ko di lingkungannya.

'Pasal 4

(1) 'Proses iﬁanajemen risiko menipékan Scrmlgkaia-n prbses yang x’heliputi penerapan
kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat smtemahs yang diarahkan
_melakukan tindakan :

a. penetapan konteks/-tujuan;
- b. identiﬁkasi risiko;
c. analisis risiko;

d. evaluasi risiko;



€. penanganan risiko;dan
f. pemantauan dan reviu.

(2) Penerapan proses manajemen risiko sébagairuana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Pasal 5
Penetapan konteks scbagannana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan

~dengan cara menjabarkan latar belakang, ruang lingkup, tujuan, dan kOIldlSl lmgkungan
: pengendahan dimana mana_]emen risiko akan diterapkan.

BAB V
IDENTIFIKASI RISIKO
Pasal 6

Identifikasi ns:ko sebagalmana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan
dengan tahapan:

a. mengidentifikasi kegiétan;

b. penyebab;

c. proses terjadinya risiko yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan/sasaran;
dan ' -

d. mendokumentasikan bmsés identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 7

(1) Kategori risiko yang timbul dikélompokkan mencakup 3 (tiga) jenis Risiko utama yang
terdiri atas:

a. risiko kinerja;
b. risiko kepatuhan; dan
c. risiko finansial.

(2) Dalam hal konteks tujuan yang ingin dicapai, memungkinkan terldentjﬁkasx lebih dari
satu kategori risiko yang dianalisis dan d1tangam nsxkonva

 BABVI
-ANALISIS RISIKO
Pasal 8
{1) Proses analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 a'y'at {1) huruf c,
dilakukan dengan menilai risiko dari sisi tingkat risiko.



'(2) Tingkat nsﬂco sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dltentukan berdasarkan
kemungkinan terjadinya risiko dan tmgkat dampaknya.

Pasal 9
Pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ‘ayat 1 meliputi
kegiatan:

a. mengidentifikasi sumbepsumber. penyebab risiko (internal/ eksternal);
b. me‘mahami pengendalian internal yang ada dalam proses kegiatan;

€ mengldentlﬁkasl probablhtas terjadinya risiko (likelihood) suatu nsﬂ(o, dengan
skala _linkert 4,

i mengldenufmasi kc'msekucnsi (dampak) dan -rjis.iko, dengan skala_linkert 4;
e. menyusun daftar risiko; dan |
f. menyusun peta risiko. |

 Pasal 10

(1) Berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 tingkat risiko
. dikelompokan dalam tiga kategori yang terdiri atas:

a. risiko reﬁdah;
b. risiko sedzing; dan
c. risiko tinggi. |
(2) Tingkat risiko yang mlamya kurang dari atau sama dengan 4 masuk dalam tingkat

_ risiko rendah..

 (3) Tingkat nsﬂco yvang nilainya lebih dan 4 sampai dengan kurang dari atau sama
_dengan 12 masuk dalam tingkat risiko sedang

(4) .ngkat risiko yang nﬂamya leblh dari 12 masuk dalam tingkat risiko tinggi.

Pasal 11
(1) Contoh matrik kemungkinan terjadinya risiko (probabilitas) dan konsekuensi (dampak)

_tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
peraturan Bupati ini. '

(2) Contoh analisis penanganan terhadap tingkat risiko tercantum dalam lampiran 2 dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.



BAB VII '
EVALUASI DAN PENANGANAN RISIKO
; Pasal 12
(1’} Evalua31 risiko sebagannana dnnaksud dalam pasal 4 ayat ( 1) huruf d, mehpuu

' a. menetapkan r131ko yang dapat ditolerir untuk membenkan batasan dalam
- mengidentifikasi dan mengelola risiko yang akan d1tangam kemudian.

b. memilih peringkat risiko tinggi yang menjadi prioritas ditangani yang dirasa
menghambat capalan tujuan/sasaran organisasi.

[2] Contoh peta risiko sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Iampn-an 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan Bupau ini.

Pasal 13

(1) Penanganan risiko sebagalmana dnnaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e, dilakukan
dengan:

- a. memetakan peringkat nsﬂco tinggi yang menjadi prioritas dltangam yang dirasa
‘menghambat capaian tujuan/ sasaran, dan

- b. mengidentifikasi berbagful pilihan _tmda‘lkan' yang 'Sesuai' untuk dapat
- mengendalikan risiko. ' '

{(2) Tahapan penanganan risiko sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dltuangkan dalam
bentuk RTP '

BAB VIII
-PEMANTAUAN DAN REVIU
Pasal 14

(1) Pemantauan dan reviu sebagalmana dunaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f
dilakukan pada saat penilaian dan p_enangana_m risiko oleh OPD.

{2) Pemantauan dan reviu juga dllakukan terhadap penyusunan RTP dan progres
implementasi atas rencana tindak.

-+ (3) Pcrubahan Perubahan yang ter]adl pada saat proses pemantauan dan reviu

csebalga_u:n.':ma dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2) perlu dllakukan telaahan kembali
oleh pemilik risiko.

"BAB IX
KOORDINASI DAN KONSULTANSI
Pasal 15

- Dalam pelaksanaan proses penilaian. dan penanganan risiko, OPD dapat melakukan
koordinasi dan konsultansi dengan Inspektorat.



BAB X
PELAPORAN

- Pasal 16

(1) Dalam upaya mengukur kinerja penerapan mana]emen r131ko dilakukan evaluasi
: secara berkala. :

- (2) Setiap OPD wajib membuat laporan penerapan manajemen risiko.

(3) Laporan penerapan manajemen risko sebagahnana dimaksud dalam ayat (2) terdiri
atas: '

a. Iaporan identifkasi risiko dan analisis risiko; dan
- b. laporan RTP dan progres pemantauan.

(4) Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimaﬁa dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada Inspektorat paling lambat akhir bulan Februari.

{5) Contoh format laporan tercantum dalam lampuan 4 dan merupakan bagian yang tidak
terplsahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 17
' Peraturan Bupat:l ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar_ setiap orang mengetahuinya, memenn_tahkan' pe’ngundang Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 0\ Maret 2018

~ Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 0\ Masek 2018

- SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENMUSI RE WAS UTARA

H."ABDULLAH MAKCIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2018 NOMOR 18



Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan .

.....

.....

Lampiran 1

Peraturan Bupati Musi Rawas Utara

Nomor: Tentang Penerapan Manajemen
Risiko  di Lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas Utara

ANALISA RISIKO

S  h e e s e r e oUW e e ah 00000 mtaeccsnrtnsssrsnsebadnssnsnessnsisssonssnse

o..--u-....-...n-..--...o...--‘.....'.---......--c.v.--‘.un--a-.;an.--u-..- .................

.....................................................................................................

Indikator &

- Target Output

Indikator &

Target Outcome :

.....................................................................................................

e

B

Ho.
Urut

PERNYATAAN
RISIKO

POVEE
EKSTERWAL

PROBABILITAS | KONSEKUENS]|

()

@

4 8 G 0

T Sesran e ontek s yang nin el unit ke dan nilkato Kinea

Kegiaten Utama memidentifikasi Kegiatan utama unit kerja (core_business) dalam capaian tujuan

- Unit Kerja memuat ;
Kolom (1) memuat
Kolom (2) memuat :
- Kolom {3) memuat ;
- Kolom {4) memuat :
Kolom (5) memuat
 Kolom (6} memuat ;
Kolom (7) memuat :
Kolom (8) memuat
Kolom (9) memuat ;

unit kerja kedeputian, asdep, biro-biro pemiik risko
nomor urut daftar risiko - |
ondisi atau peristiwa yang berdampak negati terhadap pencapaian tujuan sesarn organisesi

jenis risiko

penyebab risiko dari faktor "iniemal" organisasi (dapat dikendalikan  pongroigpie)
penyebab risiko dartfaktor ‘eksternal” organisesi fidak dapat dikendaliken yncontrolgble)

- skor 1 85 terjadinya peluang bahwa sesuatu risiko kemungkinan dapat terjadi

skor 1 5. 5 dampak potensialdar akfites proses kritis bisnis yang dapat ferjadi
skor 1 5. 25 dari nilai ristko | - -

tingkat risko dibagi dalam tiga kategori




- Sasaran

-10-

Lampiran 2
¢ Peraturan Bupati Musi Rawas Utara
Nomor ;- Tentang Penerapan Manajemen

‘Risiko  di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas Utara.

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Tujuan

Program
 Kegiatan-
Indikator &
Target Output
Indikator &
Target Qutcome :

e

........................................................................................................

.....................................................................................................

...........................................................................................................

o e Rsto | B | WAL | PRBAKAN RENCANA
Ran) RISIO | PENGENDALIAN [PEGENDALIAN| PRMBIAYAN
i [ I I i m [ w8 | @

TujuanSasaran memuat konteks tujuaﬁ/sasargﬁ yang ingi dicepa it ke dan indikator.ldnclja_

Unit Kerja memuat unit kerja kedeputian, asdep, biro-biro sebagai pemilik risiko
Kolom (1) memuat:  nomor rangking daftar risiko '
Kolom (2) memuat:  kondisi atau peristiwa yang berdampak negatif terhedap pencapaian tujuan sesam organisasi (hiasanya
Kolom {3} memuat:  jenis risiko E -
Kolom (4 memuat:  skor 1 5.4 25 berdasarkan nilai risko mereferensi pada lampiran 1 kolom 8
Kolom (5 memuat : pengendalian nternl yang sudeh ada narun masih diznggap lemah
Kolom (6) memuat:  rencana pengendalian internal yang akan dibangun atau kegiatan yang akan dilakukan perhaikan
Kolom (T memuat . rentang atan jadwl waktn proses perbaiken RTP/membengun pengendalian internal
- Kolom (8) memuat; - nilai anggaran (Rp) yang diperlukan untuk melakkan perbatkan pengendalian internal
Kolom (9) memuat |

penjelasan tingkas progres RTP atau keterangen penting lainnya



s

' Lampiran 3
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara
- Nomor: Tentang Penerapan Manajemen
Risiko  di = Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas Utara :
ZPI?TALIIHSIHI)
Tingkat Dampak
Tingkat Frekuensi Kejadian P T
o | Tidak | Dapat | Tidak ks
Ca R Meluas | Fatal P
Signifikan | Ditolerir | Diinginkan | || sehagd
T g ' e objekuntuk
 Uraian Nl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 penyusian
ngat Sering . g,
L b 6 aksi,
Sering g
Cukup Sering -
Jarang

Sangat Jarang
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Lampiran 4

Peraturan Bupati Musi Rawas Utara
Nomor : Tentang Penerapan Manajemen

- Risiko di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas Utara.

KOP SURAT OPD

Kepada _
Nomor T fennes A : - Yth. Inspektur Kab. Musi Rawas Utara
Lampiran : - ' - di-
Perihal . Laporan Penerapan ' ;T Muara_Rupit'
' Manajemen Risiko '
Bersama surat ini kami sampaikan laporan Penerapan Manajemen di OPD .......... tahun

20.... sebagai berikut :

2 3 Pendahuluan.

a. Dasar Hukum.

(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, dalam pasal 13 ayat 1 dan 2 terkait penilaian
risiko, ' :

(2) Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 91 tentang 2017 tentang

~ Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kai)upate_n Musi Rawas Utara, = _

(3) Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor .... tentang Penerpan Manajemen
Risiko di Lingkungan KabupatenMum Rawas Utara.

b. Tujuan.
Melaporkan proses manajemen _risiko sejak penilaian sampai dengan penanganan
risiko di lingkungan OPD........

a2 Hasil Pemetaan. '

a. Pemetaan Risiko. _

Telah dilakukan pemetaan risiko atas seluruh/ sebahagian tujuan/ sasaran yang

ingin dicapai. | ' |

’I‘ujuan, sasaran, program, dan keglatan yang dilakukan penilaian risiko adalah :

1) Tujuan  Sitaess

Sasaran



AT

3) Dst..

adalah :

2) Tujuan

.........

Demikian disampaikan atas kerjasama dan perhatiaaﬁya diucapkan terima kasih

Kepala OPD



